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NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya, perlu melakukan penerapan
sistem elektronik berbasis elektronik;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 261);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 994);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
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pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau
menyebarluaskan informasi.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di
lingkungan Kementerian Perdagangan.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE Kementerian Perdagangan
yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan SPBE yang Dberkualitas di lingkungan
Kementerian Perdagangan.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat di lingkungan Kementerian
Perdagangan.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan
Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE
yang terintegrasi di lingkungan Kementerian
Perdagangan.

Peta  Rencana  SPBE  adalah  dokumen  yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi diterapkan oleh
Kementerian Perdagangan.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi.

Infrastruktur SPBE Pusat adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang

utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
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data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya
yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
Infrastruktur SPBE Unit Kerja yang selanjutnya disebut
Infrastruktur Unit Kerja adalah perangkat keras
pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak
sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di
luar Infrastruktur SPBE Pusat.

Sistem  Penghubung Layanan adalah perangkat
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran
Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE  Kementerian Perdagangan  yang
selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau
sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan
SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan
Kementerian Perdagangan.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan
kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk
memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian Perdagangan.

Keamanan SPBE adalah mekanisme pengendalian
keamanan dan perlindungan yang terpadu terhadap aset
Data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam
rangka menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersediaan (availability) dengan
Keamanan SPBE Nasional.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria
dan/standar yang telah ditetapkan.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi

berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,
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isyarat, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan
keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek,
kondisi, atau situasi.

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek
dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk
digunakan bersama.

Basis Data adalah kumpulan Data dan Informasi yang
saling berhubungan dan tersimpan secara sistematik
dalam perangkat keras serta dapat dimanipulasi
menggunakan perangkat lunak.

Arsitektur Data dan Informasi adalah model yang
mengatur dan menentukan jenis Data dan Informasi
yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan
diintegrasikan dalam SPBE.

Manajemen Data dan Informasi adalah proses
pengelolaan Data dan Informasi mencakup perencanaan,
pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang
dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh
Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, dan
terintegrasi.

Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data
yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau
citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan
makna tertentu.

Pusat Data Kementerian Perdagangan adalah fasilitas
yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik
dan komponen terkait lainnya untuk keperluan
penempatan, penyimpanan, pengamanan dan
pengolahan data yang diselenggarakan oleh Kementerian
Perdagangan.

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)
adalah fasilitas sistem cadangan (backup system) Data
Center yang terdiri atas perangkat keras, perangkat
lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung
kegiatan operasional Kementerian Perdagangan secara

berkesinambungan ketika Pusat Data Kementerian
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